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Abstract: Land is basically owned and controlled by a person or together. Sometimes the land 

can be transferred to another person by using an underhand sale and purchase agreement, in 

Padang Pariaman Regency it is known as Siliah Jariah, where the buyer replaces someone's 

hard work on the land he previously controlled to become the property of the buyer. So that the 

Siliah Jariah Letter becomes the basis for land registration at the Padang Pariaman Land 

Office, what is examined in this thesis are: 1) What is the certainty of the legal force of using a 

Sale Purchase Certificate under the hand as the basis for rights in land registration in Padang 

Pariaman Regency? 2) How is the implementation of the registration of land rights using a 

sales and purchase agreement under the hand at the Land Office of the Padang Pariaman 

Regency? The approach method used in this study is an empirical juridical method. This 

research is descriptive in nature. The data used are primary data and secondary data. The data 

sources in this research are library research and field research. Data was collected through 

interviews and document studies. The data obtained was processed through editing and coding, 

then analyzed using qualitative analysis. Furthermore, the data is presented descriptively. 

Based on the results of the research, the authors conclude: 1) The private sale and purchase 

agreement cannot be the basis for land registration at the Padang Pariaman Land Office, 

because basically the land must be owned for 20 years, or land registration can be done by 

means of, register the land in the name of the previous owner (seller), after which the rights 

can be transferred to the name of the buyer. 2) The land registration system based on private 

sale and purchase is generally registered through a sporadic land registration system, in which 

cultivators collectively register their rights with the National Land Agency of Padang 

Pariaman Regency. 

 

Keyword: Underhand Purchase Agreement, Land Registration, Land Rights, Padang 

Pariaman Regency 

 

Abstrak: Tanah pada dasarnya dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau bersama-sama. 

Adakalanya tanah tersebut dapat dialihkan kepada orang lain dengan menggunakan Surat Jual 

Beli di Bawah Tangan, di Kabupaten Padang Pariaman dikenal dengan istilah Siliah Jariah, 
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dimana pembeli mengganti jerih payah seseorang terhadap tanah yang dikuasainya sebelumnya 

untuk menjadi milik si pembeli. Sehingga Surat Siliah Jariah tersebut menjadi dasar untuk 

pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Padang Pariaman, yang diteliti dalam tesis ini adalah: 

Bagaimanakah kepastian kekuatan hukum penggunaan Surat Jual Beli dibawah tangan sebagai 

alas hak dalam pendaftaran tanah di Kabupaten Padang Pariaman? 2) Bagaimana pelaksanaan 

pendaftaran hak atas tanah yang menggunakan Surat Jual Beli dibawah tangan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman? Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptis. Data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

library research dan field research. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. 

Data yang diperoleh diolah melalui editing dan koding, kemudian dianalisis menggunakan 

analisis kualitatif. Selanjutnya data disajikan secara deskripti. Berdasarkan hasil penelitian, 

maka penulis menyimpulkan: 1) Surat Jual Beli di Bawah Tangan tersebut tidak dapat menjadi 

dasar pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Padang Pariaman, karena pada dasarnya tanah 

tersebut harus dikuasai terlebih dahulu selama 20 tahun, atau pendaftaran tanah dapat dilakukan 

dengan cara, mendaftarkan tanah tersebut ke atas nama pemilik sebelumnya (penjual), setelah 

itu baru dapat dialihkan haknya ke atas nama pembeli. 2)Sistem pendaftaran tanah yang 

didasarkan atas jual beli dibawah tangan pada umumnya didaftarkan melalui sistem 

pendaftaran tanah sporadik, dimana penggarap mendaftarkan haknya kepada Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Padang Pariaman secara kolektif. 

 

Kata Kunci: Surat Jual Beli Dibawah Tangan, Pendaftaran Tanah, Hak Atas Tanah, 

Kabupaten Padang Pariaman 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional tanah mempunyai peran yang 

sangat penting, tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis, baik sebagai sumber daya alam 

maupun sebagai ruang untuk pembangunan. Karena kesediaan tanah yang relatif tetap 

sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat, maka diperlukan pengaturan yang baik, tegas, 

dan cermat mengenai penguasaan pemilikan maupun pemanfaatan tanah, sebagai upaya untuk 

mewujudkan cita-cita penguasaan dan penggunaan tanah untuk sebesar- besarnya kemakmuran 

rakyat. Permasalahan pembangunan di Indonesia erat kaitannya terhadap permasalahan tanah 

diantara pihak pembangunan dengan pemilik tanah baik secara fisik maupun non fisik. 
1Tanah sangat belrkaitan elrat delngan hidup-kelhidupan masyarakat, tidak hanya 

dipandang selbagai sumbelr pelrelkolnolmian saja, namun di pihak lain tanah dipandang selbagai 

suatu belnda yang sakral dan sangat dipelrtahankan, karelna tanah dipandang juga selbagai tingkat 

kelholrmatan selselolrang, dari selgi pelnguasaan hak atas tanah telrselbut dapat melnilai status solsial 

selselolrang ataupun kellolmpolk.1 Tanah adalah suatu belnda yang dapat melmbelrikan 

kelseljahtelraan kelpada pelmilik atau yang melnguasainya, karelna tanah melrukan suatu olbjelk yang 

melmiliki nilai yang rellatif belrtambah dari tahun kel tahun. Nurdin Yakub dalam hal ini 

belrpelndapat dalam Diselrtasi Zafrizal Nurdin, bahwa delngan alam pikiran Minangkabau yang 

melnganggap jatuhnya prelstise l selselolrang lantaran tidak melmpunyai belnda tak belrgelrak selpelrti 

tanah.2 Telrkait delngan hal ini Salindelhol melnyatakan bahwa:  “Kelbutuhan tanah tidak hanya 

dikelnal pada masa selkarang, teltapi seljak manusia diciptakan ollelh Allah SWT, dan ditelmpatkan 

di bumi ini. Delngan delmikian, tanah melrupakan sarana dan kelbutuhan yang amat pelnting bagi 

 
1 A. Suriyaman Mustari Pidel, 2014, Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Prelnadameldia Grolup, 

Jakarta, hlm. 135 
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kelhidupan manusia. Tanah tidak lagi dipandang selbagai masalah agraria selmata sellama hanya 

diidelntikan pelrtanian bellaka, mellainkan tellah belrkelmbang, baik manfaat maupun 

kelgunaannya, selhingga telrjadi dampak nelgatif yang selmakin kolmplelks, bahkan selring 

melnimbulkan kelguncangan dalam masyarakat selrta hambatan dalam pelmbangunan.”3 

Telrdapat masalah yang sukar untuk disellelsaikan dalam bidang pelrtanahan telrselbut, 

yaitu seltiap tanah selbagai belnda teltap tidak akan melngalami pelrtambahan jumlah dimuka 

bumi, untuk melngimbangi pelrtumbuhan dan pelrkelmbangan manusia yang selmakin belrtambah 

belgitu pelsatnya. Maka dari itu, masalah ini yang akan melnimbulkan pelrelbutan pelnguasaan hak 

atas tanah ollelh manusia, dan melnimbulkan pelrsaingan di antara umat manusia. Delngan 

delmikian pelngakuan telntang hak-hak atas tanah melnjadi pelrhatian khusus pelmelrintah dalam 

melngatur hak-hak telrselbut selcara adil dan bijaksana, khususnya melngelnai hak-hak atas tanah 

ulayat masyarakat adat, agar telrciptanya kelseljahtelraan solsial.4 

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indolnelsia Tahun 

1945 melmbelrikan pelnelgasan bahwa Nelgara melngakui dan melngholrmati kelsatuan-kelsatuan 

masyarakat hukum adat belselrta hak-hak tradisiolnalnya selpanjang masih hidup dan selsuai 

delngan pelrkelmbangan masyarakat dan prinsip Nelgara Kelsatuan Relpublik Indolnelsia, yang 

diatur dalam undang-undang. Dari pelrnyataan telrselbut Zelfrizal Nurdin melnelgaskan bahwa, 

“Nelgara melnjamin kelbelradaan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat dalam kolnstitusi, yang 

melnjadi hak kolnstitusiolnalnya.”5 

Aturan-aturan yang tellah dibelntuk melngelnai hak-hak ulayat itu selndiri selpelrti yang 

telrdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indolnelsia Tahun 

1945, Pasal 3 UUPA, dan Pasal VI Keltelntuan Pelralihan selrta pelraturan pelrundang-undangan 

lainnya melngelnai hukum adat atau hak ulayat masyarakat hukum adat tellah melmbelrikan 

keldudukan yang istimelwa dalam kelhidupan belrbangsa dan belrnelgara di Indolnelsia selhingga 

tellah telrkolnselp kelmana arah dan tujuan hak ulayat hukum adat itu selndiri. Seljalan delngan itu, 

Oltjel Salman melnelgaskan bahwa: 

Sellain hukum dalam belntuk pelraturan pelrundang-undangan selbagai hukum telrtulis yang 

belrkelmbang dan telrlelmbaga dalam polla prilaku masyarakat. Sellain itu, dikelnal pula hukum 

dalam belntuk putusan hakim yang melngikat para pihak. Karelna itu, untuk kelpelntingan ellabolrasi 

bidang-bidang hukum adat yang masih belrlaku di Indolnelsia, sangat pelrlu dilakukan pelnellitian, 

telrutama mellalui putusan-putusan pelngadilan. Pilihan telrhadap putusan pelngadilan adalah 

karelna belrbagai alasan yang belrkelmbang dalam wacana hukum adat selhingga putusan 

pelngadilan melrupakan selsuatu yang pelnting dalam fungsinya selbagai pelmbelntuk atau tidaknya 

suatu sistelm hukum adat.6 

Sellanjutnya hak ulayat diakui ollelh nelgara selcara utuh untuk mellindungi hak-hak warga 

nelgara atau masyarakat hukum adat, seljalan delngan hal telrselbut.2 

Pasal 3 Undang-undang Nolmolr 5 Tahun 1960 telntang Keltelntuan Dasar Polkolk- polkolk 

Agraria, sellanjutnya diselbut delngan UUPA yang melnyatakan bahwa: Delngan melngingat 

keltelntuan-keltelntuan dalam Pasal 1 dan 2 pellaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang selrupa itu 

dari masyarakat-masyarakat hukum adat, selpanjang melnurut kelnyataannya masih ada, harus 

seldelmikian rupa selhingga selsuai delngan kelpelntingan nasiolnal dan Nelgara, yang belrdasarkan 

atas pelrsatuan bangsa selrta tidak bollelh belrtelntangan delngan Undang-undang dan pelraturan-

pelraturan yang lelbih  tinggi. 

Telrtuang dalam Pasal 3 UUPA telrselbut melmbelrikan 3 pelrsayaratan dalam melngakui 

 
2 Zelfrizal Nurdin, 2017, Pelngaturan Pelmanfaatan Tanah Ulayat untuk Pelnanaman Moldal selbagai 

Pelmbelrdayaan Nagari di Sumatelra Barat, Diselrtasi, Univelrsitas Andalas, Padang, hlm. 1. 
3 J. Salindelhol, 1987, Masalah Tanah dalam Pelmbangunan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23. 
4 Lihat pada Kurnia Warman, 2010, Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majelmuk: Dinamika Intelraksi 

Hukum Adat dan Hukum Nelgara di Sumatelra Barat, Huma, Jakarta, hlm. 1-2. 
5 Zelfrizal Nurdin, Olp Cit, hlm. 6. 
6 Oltjel Salman, 2001, Relkolnselptualisasi Hukum Adat Kolntelmpolrelr, PT Alumni, Bandung, hlm. 149-150. 
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hak-hak ulayat masyarakat hukum adat, yaitu: selpanjang kelnyataannya masih ada, selsuai 

delngan kelpelntingan nasiolnal dan nelgara, dan tidak bollelh belrtelntangan delngan pelraturan 

pelrundang-undangan yang lelbih tinggi. Hal ini melnimbulkan kritikan dikalangan para ahli, 

yaitu selpelrti yang dikatakan ollelh Bahar yang dikutip ollelh Kurnia Warman, melmbelrikan 

pelndapat bahwa: 

Pelrsyaratan telrselbut melmiliki kellelmahan lolgika dan pollitik, dimana tidak mungkin 

suatu masyarakat hukum adat yang dibangun belrdasarkan hubungan gelnelollolgis dan telritolrial 

melnjadi tidak ada, kelcuali musnah yang diselbabkan ollelh belncana yang sangat belsar dan 

melngandung kelcurigaan dari pelmelrintah telrhadap hak-hak ulayat masyarakat hukum adat. 

Selakan- akan pelrnyataan telrselbut hak ulayat bukanlah bagian dari kelnasiolnalan, kelnelgaraan 

dan kelbangsaan.7 

Walaupun delmikian dasar dari pelmbelntukan UUPA telrselbut belrasal dari keltelntuan-

keltelntuan yang telrkandung dan belrkelmbang di telngah-telngah masyarakat hukum adat. Delngan 

kata lain, UUPA telrselbut dibelntuk belrdasarkan jiwa bangsa Indolnelsia yang seljatinya belrasal 

dari hukum adat. Ollelh karelna itu, UUPA melrupakan belntuk unifikasi atau kelsatuan hukum 

pelrtanahan yang melnghapuskan pelrbeldaan yang melndasar antara hukum pelrtanahan barat dan 

hukum pelrtanahan adat, selhingga melnjadikan hukum adat selbagai hukum yang asli dari 

pelmbelntukan UUPA itu selndiri.8 Ollelh karelna itu, tidak dibelnarkan satupun prolduk-prolduk 

hukum yang tidak melnghargai kelbelradaan hak-hak hukum adat yang belrkelmbang dari 

masyarakat, selpelrti yang diamanatkan ollelh Tap MPR Nol.IX/MPR/2001 dalam melninjau 

selmua prolduk-prolduk hukum di bidang agraria dan pelngellollaan sumbelr daya alam yang tidak 

selsuai delngan kolnstitusi, melnjadi hal pelnting untuk ditindaklanjuti.9 Maka, dalam rangka hak 

ulayat dimungkinkan adanya hak milik atas tanah yang dikuasai pribadi ollelh warga 

masyarakat hukum adat yang belrsangkutan.10 Walaupun dalam keltelntuannya pelnguasaan atas 

hak ulayat hanyalah selbagai hak pakai bagi masyarakat kolmunal telrselbut, belrdasarkan 

keltelntuan kolnvelrsi yang telrdapat dalam UUPA yang tujuannya untuk melnjamin kelbelradaan 

hak-hak ulayat itu selndiri dari kelmusnahan, yang diselbabkan ollelh belrpindahnya hak 

masyarakat adat kelpada pihak lain yang belrasal dari luar lingkungan masyarakat hukum adat 

itu selndiri.11 Dalam hal yang delmikian Pasal VI Keltelntuan Kolnvelrsi yang telrdapat dalam 

UUPA, melnelgaskan bahwa: Hak-hak atas tanah yang melmbelrikan welwelnang selbagaimana 

atau mirip delngan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) selpelrti yang diselbut delngan nama 

selbagai di bawah, yang ada pada mulai belrlakunya Undang-undang ini yaitu: hak 

vruchtgelbruik, gelbruik grant colntrollelur, bruikleleln, ganggam bauntuak, anggaduh, belngkolk, 

lungguh, pituwas, dan hak-hak lain delngan nama apapun juga yang akan ditelgaskan lelbih lanjut 

ollelh Melntelri Agraria, seljak mulai belrlakunya undang-undang ini melnjadi hak pakai 

telrselbutdalam Pasal 41 ayat (1), yang melmbelri welwelnang dan kelwajiban selbagaimana yang 

dipunyai ollelh pelmelgang haknya pada mulai belrlakunya undang-undang ini selpanjang tidak 

belrtelntangan delngan jiwa dan keltelntuan-keltelntuan undang- undang ini. 

Delngan delmikian Boleldi Harsolnol melmbelrikan pelndapat bahwa tata susunan dan 

hielrarki hak-hak pelnguasaan atas tanah dalam hukum adat adalah selbagai belrikut: 

1. Hak ulayat masyarakat hukum adat, selbagai hak pelnguasaan yang telrtinggi, belraspelk hukum 

kelpelrdataan dan hukum publik; 

2. Hak kelpala adat dan para telrtua adat, yang belrsumbelr pada hak ulayat dan belraspelk hukum 

publik selmata; 

 
7 Kurnia Warman, Olp Cit, hlm. 40. 
8 Lihat pada Boleldi Harsolnol, 2008, Seljarah Pelmbelntukan Undang-undang Polkolk Agraria, Isi dan 

Pellaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasiolnal, Eldisi Relvisi, Celtakan 12, Djambatan, Jakarta, hlm. 581. 
9 Lihat pada Kurnia Warman, Olp Cit, hlm. 41. 
10 Lihat pada Ibid, hlm. 182. 
11 Lihat pada Kurnia Warman, 1999, Kolnvelrsi Hak Atas Tanah Ganggam Bauntuak Melnurut UUPA di Sumatelra 

Barat, Thelsis, Univelrsitas Gadjah Mada, Jolgyakarta, hlm. 237 
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3. Hak-hak atas tanah, selbagai hak-hak individual, yang selcara langsung ataupun tidak 

langsung belrsumbelr pada hak ulayat dan belraspelk hukum kelpelrdataan.12 

Delngan delmikian Boleldi Harsolnol melmbelrikan pelngelrtian melngelnai tanah ulayat, yang 

dimaksud delngan tanah ulayat adalah: Tanah kelpunyaan belrsama, yang diyakini selbagai 

karunia suatu kelkuatan ghaib atau pelninggalan nelnelk molyang kelpada kellolmpolk yang 

melrupakan masyarakat hukum adat, selbagai unsur pelndukung uatama bagi kelhidupan dan 

pelnghidupan kellolmpolk telrselbut selpanjang masa.13 

Pelngelrtian melngelnai tanah ulayat dan hak ulayat melmiliki delfinisi yang belrbelda, 

dimana pelrbeldaan itu selpelrti yang disampaikan ollelh Boleldi Harsolnol yang melnyatakan bahwa, 

hak ulayat melrupakan selrangkaian welwelnang dan kelwajiban-kelwajiban suatu masyarakat 

hukum adat yang belrhubungan delngan tanah yang telrleltak dalam lingkungan wilayahnya.14 

Djareln Saragih juga melmiliki pelndapat melngelnai pelngelrtian hak ulayat telrselbut selpelrti 

yang dikutip ollelh Yulia Mirwati, hak ulayat adalah belruapa hak dan kelwajiban dari pada 

pelrselkutuan hukum selbagai suatu kelselluruhan atas suatu wilayah telrtelntu, yakni wilayah 

dimana melrelka hidup.15 

Selpelrti yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir (6) Pelraturan Daelrah Sumatelra Barat 

Nolmolr 6 Tahun 2008 telntang Tanah Ulayat dan Pelmanfaatannya, bahwa Hak Ulayat adalah 

hak pelnguasaan dan hak milik atas selbidang tanah belselrta kelkayaan alam yang ada di atasnya 

dan di dalamnya dikuasai selcara kollelktif ollelh masyarakat hukum adat di Prolvinsi Sumatelra 

Barat. Delngan delmikian Yulia Mirwati belrpelndapat, di dalam Pelraturan Daelrah telrselbut tellah 

melnelgaskan delngan jellas bahwa: Hak ulayat telrselbut adalah hak pelnguasaan dan hak milik 

kollelktif dari masyarakat hukum adat. Delngan delmikian dapat dikatakan bahwa hak ulayat yang 

belrsifat privat delngan ciri kolmunal/kollelktivitas. Dilihat dari belrbagai sistelm hukum maka 

kelpelmilikan kollelktivitas diselbut delngan hak milik belrsama yang dapat dibagi.16 

Dari pelngelrtian di atas tampak sifat relligius atau unsur kelagamaan dalam  hubungan 

hukum antara warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu. Pada prinsipnya tanah 

ulayat yang dikuasainya itu dikellolla dan diatur dalam pelnggunaanya baik bagi kelpelntingan 

belrsama maupun bagi kelpelntingan. Warganya selcara individu ollelh Kelpala Adat dan para Teltua 

Adat.17 Hak ulayat atau hak belrsama itu bukan hak milik dalam arti yuridis, mellainkan 

melrupakan hak kelpunyaan belrsama (hak milik kolmunal). 

Dalam pelngellollaan hak ulayat dikelnal delngan istilah keldalam dan kelluar, belrdasarkan 

telrminollolginya keldalam dan kelluar telrselbut diartikan selbagai pelnguasaan atas hak ulayat itu 

selndiri.18 A. Suriyaman Mustari Pidel belrpelndapat bahwa, maksud keldalam dan kelluar telselbut 

adalah: 

1) Belrsifat keldalam adalah pelnguasaan dan pelngellollaan lahan dan selgala belntuk kelkayaan 

alam matelrial dan noln-matelrial dikuasai ollelh masyarakat adat yang belrsangkutan tanpa 

campur tangan dari pihak luar. 

2) Belrsifat kelluar adalah adanya kelmungkinan masyarakat luar untuk melngellolla dan 

melmpelrgunakan tanah ulayat telrselbut delngan tata krama dan eltika yang dianut dalam 

masyarakat hukum adat, yakni belrupa relcolqnitiel atau uang pelmasukan, selbellum 

dilakukannya pelngellollaan melmungut hasil hutan dan melmbelrikan uang pelngakuan selbagai 

tanda telrima kasih seltellah melmungut hasil hutan difungsikan selbagai sarana untuk 

melmulihkan “kelselimbangan magis”.19 

 
12 Boleldi Harsolnol, Olp Cit, hlm. 183-184. 
13 Ibid, hlm. 550. 
14 Ibid, hlm. 162. 
15 Yulia Mirwati, 2016, Wakaf Tanah Ulayat dalam Dinamika Hukum Indolnelsia, Rajawali Pelrs, Jakarta, hlm. 

138. 
16 Ibid, hlm. 139. 
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Adapun melngelnai pelnguasaan hak ulayat ini tidak melnutup kelmungkinan telrjadinya 

prolsels jual belli atau diselbut juga delngan siliah jariah delngan melnggunakan Surat Jual Belli 

yang dibuat di bawah tangan. Biasanya yang telrjadi di masyarakat Surat Jual Belli di bawah 

tangan ini dibuat atau Surat Siliah Jariah, disaksikan ollelh pelrangkat adat dan dikeltahui ollelh 

kelpala adat seltelmpat. Surat Jual Belli ini di Kabupateln Padang Pariaman dikelnal delngan istilah 

Surelk Siliah Jariah yang melmuat pelrjanjian jual belli di bawah tangan antara pelnggarap dan 

pelmbelli hak atas tanah yang bellum melmiliki Selrtifikat Hak Atas Tanah. Surelk Siliah Jariah 

telrselbut melnjadi dasar kelpelmilikan tanah, dimana dalam hal ini diartikan pelmbelli melngganti 

biaya pelrawatan dan pelnggarapan atas tanah telrselbut dan melnjadi dasar pelnguasaan hak atas 

tanah sellanjutnya ollelh pelmbelli selrta dapat melnjadi alas hak dalam mellakukan pelndaftaran hak 

atas tanah kel Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Padang Pariaman. Surat Jual Belli di bawah tangan 

telrselbut salah satu syarat untuk melndaftarkan hak atas tanah kel Kantolr Pelrtanahan Kabupateln 

Padang Pariaman belrsamaan delngan syarat-syarat lainnya, selpelrti Pelnguasaan Fisik Selbidang 

Tanah, Surat Keltelrangan Wali Nagari, Idelntitas Pelmolholn, dan pelrsyaratan lainnya. Maka 

status tanah telrselbut jika didaftarkan melnjadi kolnvelrsi hak atas tanah, yaitu tanah-tanah yang 

dipelrollelh belrdasarkan garapan (manarukol). Belrdasarkan uraian telrselbut di atas, maka 

pelnellitian ini pelnulis belri judul, “Kekuatan Hukum Penggunaan Surat Jual Beli Dibawah 

Tangan Sebagai Alas Hak Dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Padang Pariaman”. 

 

METODE 

Meltoldel pelndelkatan yang digunakan dalam pelnellitian ini yaitu, yuridis elmpiris. Yang 

dimaksud delngan pelnellitian yuridis elmpiris adalah pelnellitian hukum melngelnai pelmbelrlakuan 

atau implelmelntasi keltelntuan hukum nolrmatif selsuai delngan kelnyataan atau fakta yang telrjadi 

dalam masyarakat. Diselbut data primelr karelna yang ditelliti adalah selbuah kelkuatan hukum 

Surat Jual Belli di Bawah Tangan dalam Pelndaftaran Tanah di Kabupateln Padang Pariaman.20 

Data primelr yaitu data yang dibuat ollelh pelnelliti untuk maksud khusus melnyellelsaikan 

pelrmasalahan yang seldang ditanganinya. Data dikumpulkan selndiri ollelh pelnelliti langsung dari 

sumbelr pelrtama telmpat pelnellitian dilakukan, yaitu di Kelcamatan Batang Anai, Kabupateln 

Padang Pariaman. Meltoldel yang digunakan untuk pelngumpulan data ini adalah delngan cara 

wawancara selcara melndalam (in delpth intelrvielw) dan pelngamatan (olbselrvatioln). Wawancara 

dilakukan delngan Keltua Kelrapatan Adat Nagari, Wali Nagari, dan Kelpala Badan Pelrtanahan 

Nasiolnal Kabupateln Padang Pariaman selbagai instansi telmpat pelngurusan selrtipikat hak atas 

tanah telrselbut. 

Data selkundelr yaitu data yang dikumpulkan untuk maksud sellain melnyellelsaikan 

masalah yang seldang dihadapi. Data ini dapat             ditelmukan delngan celpat. Dalam pelnellitian ini 

yang melnjadi sumbelr data selkundelr adalah buku, artikell, jurnal, selrta intelrnelt yang belrkaitan 

delngan pelnellitian yang dilakukan. Data selkundelr telrdiri dari: Bahan hukum primelr melrupakan 

bahan hukum yang belrsifat autolratif belrupa pelraturan pelrundang-undangan. Bahan hukum 

selkundelr yaitu selmua publikasi telntang hukum yang bukan melrupakan dolkumeln-dolkumeln 

relsmi, yang melliputi atas skripsi, telsis, diselrtasi, buku-buku, litelratur selpelrti buku-buku karya 

ilmiah, kolran, dan intelrnelt. Bahan hukum telrsielr yaitu bahan hukum yang melmbelrikan 

peltunjuk maupun pelnjellasan telrhadap bahan hukum primelr dan selkundelr. Dalam pelnellitian ini 

bahan hukum telrsielr yang digunakan adalah Kamus Be lsar Bahasia Indo lnelsia dan Kamus 

Hukum lainnya yang dibutuhkan dalam pelnulisan pelnellitian ini. 

Dalam melndapatkan data yang akurat dan rellelvan delngan pelrmasalahan yang dibahas 

 
17 Lihat pada Boleldi Harsolnol, Olp Cit, hlm. 181 
18 Lihat pada A. Suriyaman Mustari Pidel, Olp Cit, hlm. 141 
19 Ibid, hlm. 141-142. 
20 Lihat Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum dan Pelnellitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 
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dalam pelnellitian ini, maka alat dan pelngumpulan data yang digunakan adalah selbagai belrikut: 

1. Wawancara, Wawancara dilakukan delngan telknik selmi telrstruktur, yaitu delngan melmbuat 

daftar pelrtanyaan telrlelbih dahulu dan ditambah delngan pelrtanyaan yang muncul keltika 

mellakukan pelnellitian. Wawancara ini akan dilakukan kelpada pihak yang belrhubungan 

delngan pelnellitian ini, yaitu: Keltua KAN, Wali Nagari, pihak-pihak yang mellakukan 

pelrjanjian jual belli, dan instansi Kantolr Badan Pelrtanahan Nasiolnal Kabupateln Padang 

Pariaman. 

2. Studi Dolkumeln, Studi dolkumeln dilakukan delngan melncari dan melmpellajari dolkumeln-

dolkumeln yang belrkaitan delngan pelrmasalahan pelnellitian ini. Pellaksanaan telknik ini 

dilakukan telrhadap data selkundelr yaitu melmpellajari bahan kelpustakaan hukum, litelratur, 

selrta pelraturan pelrundang-undangan yang telrkait. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Kedudukan Hukum Penggunaan Surat Jual Beli Dibawah Tangan Sebagai Alas Hak 

dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Padang Pariaman 

Pada umumnya tanah-tanah yang ada di Kabupateln Padang Pariaman melrupakan tanah-

tanah masyarakat hukum adat, atau diselbut juga delngan tanah Ulayat. Pelnataan dan pelmbelrian 

tanah ulayat telrselbut belrdasarkan kelputusan Kelrapatan Adat Nagari di daelrah seltelmpat. 

Pelmanfaatan tanah ulayat ollelh anggolta masyarakat adat dilakukan atas selpelngeltahuan dan selizin 

pelnguasa ulayat yang belrsangkutan selsuai delngan keltelntuan tata cara hukum adat yang belrlaku. 

Pelmanfaatan tanah ulayat untuk kelpelntingan umum dilakukan delngan cara pelnyelrahan 

tanah ollelh pelnguasa dan pelmilik ulayat belrdasarkan kelselpakatan anggolta masyarakat adat yang 

belrsangkutan, selsuai delngan keltelntuan yang belrlaku. Pelmanfaatan tanah ulayat untuk 

kelpelntingan badan hukum dan atau pelrolrangan dilakukan belrdasarkan surat pelrjanjian 

pelngusahaan dan pelngellollaan antara pelnguasa dan pelmilik belrdasarkan kelselpakatan 

masyarakat adat delngan badan hukum dan atau pelrolrangan dalam jangka waktu telrtelntu dalam 

belntuk lain yang diselpakati belrdasarkan masyawarah dan mufakat di KAN, dikeltahui ollelh 

pelmelrintahan nagari. Ditinjau dari pelrspelktif hukum tanah nasiolnal, pelngaturan pelndaftaran 

hak atas suatu bidang tanah mulai diatur selmelnjak Undang-undang Nol. 5 Tahun 1960 telntang 

Pelraturan Dasar Polkolk-Polkolk Agraria ditelrbitkan. Pasal 9 ayat (2) UUPA melnyelbutkan: Tiap-

tiap warga nelgara Indolnelsia, baik laki-laki maupun wanita melmpunyai kelselmpatan yang sama 

untuk melmpelrollelh   selsuatu hak atas tanah selrta untuk melndapat manfaat dan hasilnya, baik bagi 

diri  selndiri maupun kelluarganya. Pelngakuan telrhadap hukum adat telrdapat dalam Pasal 18B 

ayat (2) Undang-Undang Dasar Nelgara Kelsatuan Relpublik Indolnelsia Tahun 1945, yang 

melnyatakan bahwa Nelgara melngakui kelbelradaan Masyarakat hukum adat belselrta hak-haknya 

dan tradisiolnalnya delngan syarat selbagai belrikut: 

1. Selpanjang masih hidup/ada; 

2. Selsuai delngan pelrkelmbangan masyarakat dan prinsip NKRI; 

3. Dan diatur di dalam pelraturan pelrundang-undangan. 

Adanya kelpelmilikan tanah ulayat ollelh masyarakat hukum adat tidak melnutup 

kelmungkinan telrjadinya suatu pelralihan hak atas tanah, baik mellalui jual belli maupun delngan 

cara lain yang tidak mellanggar aturan dan nolrma adat yang belrlaku.Pelralihan hak milik atas 

tanah kelpada pihak lain dapat mellalui 2 (dua) belntuk, yaitu belralih atau dialihkan.21 Belralih 

artinya belrpindahnya hak milik atas tanah dari pelmiliknya kelpada pihak lain diselbabkan 

pelristiwa hukum belrupa melninggal dunianya pelmilik tanah. Selmelntara yang dimaksud delngan 

dialihkan adalah belrpindahnya hak milik atas tanah dari pelmiliknya. 

Jual belli hak atas tanah yang diakui selcara Nasiolnal belrdasarkan UUPA dan PP 24 Tahun 

1997 telntang Pelndaftaran Tanah telrselbut. Uraian diatas melnyelbutkan bahwasanya, pelralihan 

hak atas tanah hanya dapat dilakukan atas tanah-tanah yang tellah belrselrtipikat dan dilakukan 

https://dinastirev.org/JEMSI


https://review-unes.com/                                                 Vol. 6, No. 1, September 2023  

397 | P a g e  

delngan Akta yang dibuat ollelh Peljabat Pelmbuat Akta Tanah mellalui akta yang dibuatnyalah 

pelralihan hak atas tanah telrselbut sah selcara hukum. Namun, pelralihan hak atas tanah telselbut, 

yang telrjadi di Kabupateln Padang Pariaman adanya Jual Be lli hak atas tanah yang melnggunakan 

Surat Jual Belli di Bawah Tangan, delngan ditanda tangani o llelh Pelmilik hak (pelnjual), pelmbelli, 

yang disaksikan o llelh 2 olrang saksi, dikeltahui ollelh Pelmangku adat dan Wali Nagari. Jika 

ditinjau dari syarat sah pelrjanjian selsuai delngan Pasal 1320 KUHPelrdata, seljatinya jual belli 

dapat dikatakan sah jika tidak mellanggar aturan dan no lrma-nolrma yang belrlaku. Namun, hal ini 

tidak belrlaku untuk o lbjelk jual belli hak atas tanah, kare lna jual belli hak atas tanah telrselbut, harus 

melngikuti belbelrapa prolseldur yang tellah diteltapkan belrdasarkan pelraturan pelrundang- 

undangan. 

Di-Kabupateln Padang Pariaman, Surat Jual Be lli di Bawah Tangan itu biasa dikelnal 

selbagai Surelk Siliah Jariah (Surat Silih Jarih). Dimana hal itu dilakukan belrmaksud untuk 

melngganti biaya pelrawatan lahan ataupun tanah. Pada prinsipnya jual belli melnggunakan Siliah 

Jariah telrselbut bukanlah pro lsels jual belli hak atas tanah yang selbagaimana melstinya. Hanya 

saja adanya pelralihan pelnguasaan hak atas tanah untuk mellanjutan tanah garapan telrselbut. 

Seljatinya Surelk Siliah Jariah telrselbut melnjadi dasar, landasan atau yang dikelnal selbagai alas 

hak dari tanah telrselbut. Alas hak pun melrupakan salah satu syarat untuk melngajukan 

pelndaftaran tanah pelrtama kali di Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Padang Pariaman. Namun, 

Surelk Siliah Jariah telrselbut bellum dapat digunakan untuk prolsels pelndaftaran tanah, karelna 

sipelmelgang Siliah Jariah harus selcara nyata melnggarap tanah yang disiliahnya sellama 20 

tahun.22 

Bapak Aulia Zikrullah, S.H. juga melnyelbutkan bahwa Surat Jual Belli dibawah tangan 

telrselbut tidak selmelrta-melrta dapat melngalihkan kelpelmilikan hak atas tanah. Hanya selbagai 

alat bukti garapan bagi sipelmelgang Surat Jual Belli telrselbut, dalam hal ini ialah si Pelmbelli 

selbellum jangka waktu sellama 20 tahun telrselbut. Namun, adahal yang dapat dilakukan jika 

tanah telrselbut ingin diselrtipikatkan delngan cara melndaftarkan tanah telrselbut kelatas nama 

pelmilik yang pelrtama (pelnjual), seltellah selrtipikat sellelsai barulah dapat dilakukan pelralihan hak 

atas tanah melnggunakan Akta Jual Belli yang dibuat ollelh  PPAT.23 

Sifat telrtulis suatu pelrjanjian yang dituangkan dalam selbuah akta tidak melmbuat sahnya 

suatu pelrjanjian yang dibuat selcara telrtulis telrselbut dapat digunakan selbagai alat bukti 

dikelmudian hari. Ollelh karelnanya suatu pelrjanjian harus dapat melmelnuhi syarat-syarat sahnya 

pelrjanjian yang tellah diatur dalam pasal 1320 KUHPelrdata yaitu: 

a. Selpakat melrelka yang melngikatkan diri 

Kelselpakatan adalah pelrselsuaian pelrnyataan kelhelndak antara satu olrang atau lelbih 

delngan pihak lainnya.24 Atau delngan kata lain kelselpakatan adalah para pihak dalam suatu 

pelrjanjian harus melmpunyai kelmauan yang belbas untuk melngikatkan diri dan kelmauan itu 

harus dinyatakan delngan telgas yang apabila telrdapat unsur paksaan, pelnipuan, ataupun 

kelkhilafan maka pelrjanjian yang dibuat adalah tidak sah selsuai delngan pasal 1321 

KUHPelrdata yang melnelntukan “tiada selpakat yang sah apabila selpakat itu dibelrikan karelna 

kelkhilafan atau dipelrollelhnya delngan paksaan atau pelnipuan”. 

b. Kelcakapan untuk melmbuat suatu pelrjanjian 

Pasal 1330 KUHPelrdata tellah melnelntukan selcara elksplisit bahwa olrang yang tidak 

cakap untuk melmbuat pelrjanjian adalah: 

1) Olrang-olrang yang bellum cukup umur selcara pelraturan pelrundang- undangan 

2) Melrelka yang ditaruh dibawah pelngampuan; 

 
21 Urip Santolsol, Pelrollelhan Hak Atas Tanah, Jakarta, Kelncana, 2015, hlm. 29-30 
22 Aulia Zikrullah, S.H., Sellaku Pelnata Pelrtanahan Pelrtama Kololrdinatolr Substansi Pelneltapan Hak Pelrtanahan, 

wawamcara tanggal 8 Meli 2023 
23 Aulia Zikrullah, S.H., Sellaku Pelnata Pelrtanahan Pelrtama Kololrdinatolr Substansi Pelneltapan Hak 

Pelrtanahan, wawamcara tanggal 8 Meli 2023. 
24 Salim HS, Pelngantar Hukum Pelrdata Telrtulis, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013) h. 162 
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Kelcakapan selselolrang dalam melmbuat pelrjanjian tidak hanya belrlandaskan pasal 1330 

KUHPelrdata tapi juga dilihat dari kelwelnangan selselolrang untuk belrtindak dalam hukum. 

Kelcakapan dalam belrtindak belrkaitan delngan kelcukupan umur selselolrang dalam mellakukan 

tindakan hukum. Seldangkan dalam kelwelnangan telrkait delngan kapasitas olrang telrselbut 

dalam mellakukan tindakan hukum. Dalam ilmu hukum, Kelwelnangan belrtindak dapat 

dibeldakan melnjadi:25 

a. Kelwelnangan belrtindak untuk dan atas namanya selndiri, yang belrkaitan delngan 

kelcakapannya selndiri untuk belrtindak dalam hukum 

b. Kelwelnangan belrtindak sellaku kuasa pihak lain; 

c. Kelwelnangan belrtindak dalam kapasitasnya selbagai wali atau wakil dari pihak lain. 

Belrdasarkan pelrbeldaan kelwelnangan dalam belrtindak diatas, selselolrang yang sudah 

dinyatakan cakap untuk belrtindak dalam hukum bellum telntu belrwelnang atas tindakan 

hukumnya telrselbut. Belgitupun selbaliknya, selselolrang yang belrwelnang mellakukan tindakan 

hukum tapi karelna suatu hal yang tellah diselbutkan diatas dia melnjadi tidak cakap untuk 

belrtindak dalam hukum. Selolrang PPAT dalam melmbuat akta oltelntik telrlelbih dahulu harus 

mellakukan pelmelriksaan kelpada para pihak melngelnai yang melngikatkan dirinya telrselbut 

dalam akta. Dalam hal ini akta jual belli, seltellah PPAT yakin bahwa para pihak cakap, 

barulah dilihat apakah para pihak belrwelnang untuk mellakukan pelralihan hak atas olbjelknya 

telrselbut. 

d. Suatu hal telrtelntu 

 
Dalam pasal 1332 KUH Pelrdata melnelntukan bahwa “hanya barang-barang yang dapat 

dipelrdagangkan yang dapat melnjadi olbjelk pelrjanjian”. Hal ini belrarti pelrjanjian haruslah 

selsuatu yang dapat dinilai de lngan uang atau belrnilai elkolnolmis yang apabila nantinya telrjadi 

pellanggaran dalam pelrjanjian telrselbut dapat diganti de lngan ganti rugi uang atau be lnda yang 

dapat dinilai delngan uang. Sellain itu, dalam pasal 1333 KUHPelrdata juga melnelntukan bahwa 

“suatu pelrjanjian harus me lmpunyai po lkolk pelrjanjian   belrupa suatu kelbelndaan yang paling 

seldikit ditelntukan jelnisnya”. Ini belrarti barang yang dipelrjanjiakn minimal dapat ditelntukan 

jelnisnya delngan cara melngukur, melnimbang, melnghitung, melnakar, melnelntukan batas dan 

melnelntukan kualitas. Dalam hal tanah yang dipelrjual bellikan dan melrupakan suatu akta oltelntik 

harus jellas melngelnai batas-batas olbjelk, surat ukur, Nolmolr Idelntifikasi Bidang dan nolmolr 

selrtifikatnya. 

a. Suatu selbab yang sah 

Selbab yang sah adalah selbab yang dibelnarkan ollelh undang-undang, keltelrtiban umum, 

kelbiasaan, kelpatutan dan kelsusilaan. Pelrjanjian yang dibuat tanpa selbab, dibuat karelna 

selbab yang palsu, atau selbab yang telrlarang selbagaimana yang ditelntukan dalam pasal 

1335 KUHPelrdata adalah telrmasuk selbab yang tidak sah. Syarat sahnya pelrjanjian 

melngelnai kelselpakatan dan kelcapakan melrupakan syarat subjelktif yang akibatnya dapat 

dibatalkan. Seldangkan syarat sahnya pelrjanjian melngelnai suatu hal telrtelntu dan suatu 

selbab yang halal melrupakan syarat olbjelktif yang akibatnya adalah batal delmi hukum. 

Melnurut Pasal 1457 KUHPelrdata, yang dimaksud delngan jual belli adalah “suatu 

pelrseltujuan, delngan mana pihak yang satu melngikatkan dirinya untuk melnyelrahkan suatu 

kelbelndaan dan pihak yang lain untuk melmbayar harga yang tellah dijanjikan”. Selmelntara jual 

belli melnurut hukum pelrtanahan nasiolnal adalah pelrbuatan hukum pelmindahan hak yang 

melmpunyai 3 (tiga) sifat, yaitu:26 

 
25 Kartini mulyadi dan gunawan widjaja, Pelrikatan Yang Lahir Dari Pelrjanjian (Jakarta:Rajawali Pelrs, 2010) 

h. 127 
26 Boleldi Harsolnol, dikutip Urip Susantol, Pelndaftaran Dan Pelralihan Hak Atas Tanah. 

h.330 
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1. Belrsifat telrang, maksudnya pelrbuatan hukum telrselbut dilakukan dihadapan PPAT selhingga 

bukan pelrbuatan hukum yang gellap atau yang dilakukan selcara selmbunyiselmbunyi. 

2. Belrsifat tunai, maksudnya bahwa delngan dilakukannya pelrbuatan hukum telrselbut, hak atas 

tanah yang belrsangkutan belrpindah kelpada pihak lain yang diselrtai delngan pelmbayarannya. 

3. Belrsifat riil, maksudnya bahwa akta jual belli telrselbut tellah ditandatangani ollelh para pihak 

yang melnunjukkan selcara nyata atau riil tellah dilakukannya pelrbuatan hukum jual belli. Akta 

telrselbut melmbuktikan, bahwa belnar tellah dilakukannya pelrbuatan hukum pelmindahan. 

Belrkelnaan delngan jual belli tanah, Boleldi Harsolnol melngatakan bahwa jual belli tanah 

adalah pelrbuatan hukum yang belrupa pelnyelrahan hak milik (pelnyelrahan hak tanah untuk 

sellama-lamanya) ollelh pelnjual kelpada pelmbelli, yang pada saat itu juga pelmbelli melnyelrahkan 

harganya pada pelnjual. Jual belli yang melngakibatkan belralihnya hak milik atas tanah dari 

pelnjual kelpada pelmbelli itu telrmasuk dalam hukum agraria atau hukum tanah.27 

Telrdapat dua syarat jual belli hak atas tanah melnurut Urip Susantol yaitu:28 

1. Syarat Materiil, Syarat matelriil atau delngan kata lain syarat selbagai pelmelgang (subjelk) hak 

dari hak atas tanah yang melnjadi olbjelk jual belli. Uraian telntang syarat matelriil lelbih 

lanjutnya dapat pelnulis paparkan selbagai belrikut: 

a. Bagi Pelnjual 

Pelnjual belrhak dan belrwelnang melnjual hak atas tanah: 
a) Yang belrhak melnjual adalah olrang yang namanya telrcantum dalam selrtifikat atau sellain 

selrtifikat; 

b) Selselolrang belrwelnang melnjual tanahnya kalau dia sudah delwasa; 

c) Jika pelnjualnya bellum delwasa, maka dia diwakili olellh walinya; 

d) Jika pelnjualnya dalam pelngampuan, maka dia diwakili ollelh pelngampunya; 

e) Jika pelnjualnya diwakili ollelh olrang lain selbagai pelnelrima kuasa, amak pelnelrima kuasa 

melnunjukkan surat kuasa noltariil; 

f) Jika hak atas tanah yang akan dijual adalah harta belrsama, maka pelnjualnya harus 

melndapatkan pelrseltujuan telrlelbih dahulu dari suatu atau istri 

b. Bagi Pelnjual 

a) Jika olbjelk jual belli itu adalah tanah milik, maka pihak yang dapat melmbelli tanah 

adalah pelrselolrangan warga nelgara Indolelnsia, baik pelmelrintah, badan kelagamaan 

dan badan solsial; 

b) Jika olbjelk jual belli itu tanah hak guna usaha, maka pihak yang dapat melmbelli tanah 

adalah pelrselolrangan warga nelgara Indolnelsia, badan hukum yang didirikan melnurut 

hukum Indolelnsia dan belrkeldudukan di Indolnelsia. 

c) Jika olbjelk jual belli itu adalah hak guna bangunan, maka pihak yang dapat melmbelli 

tanah adalah pelrselolrangan warga nelgara Indolnelsia, badan hukum yang didirikan 

melnurut hukum Indolnelsia dan belrkeldudukan di Indolnelsia. 

d) Jika olbjelk jual belli tanah itu adalah hak pakai, maka pihak yang dapat melmbelli tanah 

adalah subjelk hak pakai yang belrsifat privat, yaitu pelrselolrangan warga nelgara 

indolnelsia, pelrselolrangan warga nelgara asing yang belrkeldududkan di Indolnelsia, 

badan hukum yang didirikan melnurut hukum Indolnelsia dan belrkeldudukan di 

Indolnelsia, badan hukum asing yang melmpunyai pelrwakilan di Indolnelsia 

2. Syarat Folrmil 

Seltellah selmua syarat matelriil telrpelnuhi maka PPAT Akan melmbuatkan akta jual-belli 

tanah telrhadap bidang tanah yang dijadikan olbjelk pelrjanjian. yang dimaksud syarat folrmil 

disini adalah melliputi akta yang melnjadi bukti pelrjanjian jual-belli selrta peljabat yang 

 
27Boldiel Harsolnol, Hukum Agraria Indolnelsia Seljarah Pelmbelntukan Undang-Undang Polkolk Agraria, Isi Dan 

Pellaksanaannya (jakarta:djambatan, 2003), h. 135 dikutip Urip Susantol, Pelndaftaran Dan Pelralihan Hak Atas 

Tanah (jakarta:kelncana, 2011) h.360 
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belrwelnang melmbuat akta telrselbut. Delngan kata lain syarat olbjelktifnya yaitu melnyangkut 

tata cara pelmbuatan  Akta Jual Belli ollelh PPAT, Telrdapat belbelrapa tahapan dalam pelralihan 

hak atas tanah mellalui jual-belli agar akta yang dibuat dapat dijadikan dasar pelndaftaran tanah 

yaitu: pelrsiapan jual-belli, pelmbuatan akta dan pelndaftaran akta kel kantolr pelrtanahan. 

Pelrsiapan Pelmbuatan Akta Jual Belli 

Mellakukan pelmelriksaan selrtifikat kel kantolr Pelrtanahan. 

 Selbellum mellaksanakan pelmbuatan akta jual-belli hak atas tanah, PPAT wajib 

mellakukan pelmelriksaan telrlelbih dahulu kel kantolr pelrtanahan seltelmpat untuk melngeltahui 

kelselsuaian selrtipikat hak atas tanah yang belrsangkutan delngan daftar-daftar yang ada di 

kantolr pelrtanahan delngan melmpelrlihatkan selrtipikat aslinya. Hal ini untuk melnghindari 

telrjadinya transaksi jual belli delngan melnggunakan selrtipikat palsu, selrtipikat ganda ataupun 

selrtipikat asli tapi palsu. 

Apabila selrtifikat hak atas tanah yang dipelriksakan tellah selsuai delngan daftar yang ada 

di kantolr pelrtanahan Kabupateln/Kolta seltelmpat, maka kelpala kantolr pelrtanahan atau peljabat 

yang ditunjuk melmbubuhi cap atau tulisan delngan kalimat “tellah dipelriksa dan selsuai 

delngan daftar di kantolr pelrtanahan” jika ada halaman pelrubahan selrtifikat asli kelmudian 

diparaf dan dibelri tanggal pelngelcelkan. Pada halaman pelrubahan buku tanah yang 

belrsangkutan dibubuhkan cap atau tulisan delngan kalimat “PPAT ... (nama PPAT yang 

belrsangkutan) tellah melminta pelngelcelkan selrtifikat. Kelmudian diparaf dan dibelri tanggal 

pelngelcelkan. 

Selrtifikat yang sudah dipelriksakan kelselsuaiannya delngan daftar-daftar di kantolr 

pelrtanahan Kabupateln/Kolta telrselbut kelmudian dikelmbalikan kelpada PPAT yang 

belrsangkutan. Pelngelmbalian dilakukan pada hari yang sama. Pelnelrbitan Surat 

Keltelrangan Pelndaftaran Tanah (SKPT) dilakukan sellambat-lambatnya dalam tujuh hari 

kelrja telrhitung dari hari pelngelcelkan. 

 

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Yang Menggunakan Surat Jual Beli Dibawah 

Tangan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman 

Pelndaftaran tanah melrupakan pelrsyaratan dalam upaya melnata dan melngatur 

pelruntukan, pelnguasaan, pelmilikan dan pelnggunaan tanah telrmasuk untuk melngatasi belrbagai 

masalah pelrtanahan. Pelndaftaran tanah ditunjukan untuk melmbelrikan kelpastian hak dan 

pelrlindungan hukum bagi pelmelgang hak atas tanah delngan pelmbuktian selrtipikat tanah, 

selbagai instrumelnt untuk pelnataan pelnguasaan dan pelmilikan tanah selrta selbagai instrumelnt 

pelngelndali dalam pelnggunaan dan pelmanfaatan tanah. 

Pelmbelrian jaminan kelpastian hukum melngelnai hak-hak atas tanah bagi selluruh rakyat 

Indolnelsia, yang melnjadi salah satu tujuan diundangkannya UUPA. Pelndaftaran tanah belrtujuan 

untuk melmbelrikan jaminan kelpastian hukum dikelnal selbutan Relchts Cadastelr/Lelgal 

Cadastelr.28 Jaminan kelpastian hukum yang helndak diwujudkan dalam pelndaftaran tanah ini, 

melliputi kelpastian status hak yang didaftar, kelpastian subjelk hak, dan kelpastian olbjelk hak.29 

Pelndaftaran tanah ini melnghasilkan selrtifikat selbagai tanda bukti haknya. 

Pelngelrtian pelndaftaran tanah melnurut Pasal 1 angka 1 Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 24 

Tahun 1997 Telntang Pelndaftaran Tanah, yaitu selrangkaian kelgiatan yang dilakukan ollelh 

 
28Lihat pada Adrian Suteldi, 2012, Selrtifikat Hak Atas Tanah, Sinar Gafika, Celtakan Keldua, Jakarta, hlm.59. 
29Lihat pada Urip Santolsol, Pelndaftaran dan Pelralihan, Olp Cit. hlm. 2. 
30Aulia Zikrullah, S.H., Sellaku Pelnata Pelrtanahan Pelrtama Kololrdinatolr Substansi Pelneltapan Hak 
Pelrtanahan, wawamcara tanggal 8 Meli 2023. 
31Aulia Zikrullah, S.H., Sellaku Pelnata Pelrtanahan Pelrtama Kololrdinatolr Substansi Pelneltapan Hak Pelrtanahan, 
wawamcara tanggal 8 Meli 2023. 
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Pelmelrintah selcara telrus-melnelrus, belrkelsinambungan dan telratur, melliputi pelngumpulan, 

pelngollahan, pelmbukuan, dan pelnyajian selrta pelmelliharaan data fisik dan data yuridis, dalam 

belntuk pelta dan daftar, melngelnai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, telrmasuk 

pelmbelrian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak 

milik atas satuan rumah susun selrta hak-hak telrtelntu yang melmbelbaninya. Pelndaftaran tanah 

dapat dibeldakan melnjadi dua yaitu pelndaftaran tanah untuk pelrtama kali dan pelmelliharaan data 

pelndaftaran tanah. Pelndaftaran Tanah untuk pelrtama kali adalah kelgiatan pelndaftaran tanah 

yang dilakukan telrhadap olbyelk pelndaftaran tanah yang bellum didaftar belrdasarkan Pelraturan 

Pelmelrintah Nolmolr 10 Tahun 1961 jol. Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 24 Tahun 1997 telntang 

Pelndaftaran Tanah. Seldangkan pelmelliharaan data pelndaftaran tanah melrupakan kelgiatan 

pelndaftaran tanah untuk melnyelsuaikan data fisik dan data yuridis dalam pelta pelndaftaran, 

daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan selrtipikat karelna adanya pelrubahan-

pelrubahan yang telrjadi kelmudian Kelgiatan pelndaftaran tanah melliputi selbagai belrikut: 

1. Bidang fisik, yaitu pelngukuran, pelmeltaan dan pelmbukuan yang melnghasilkan pelta-pelta 

pelndaftaran dan surat ukur; 

2. Bidang yuridis, yaitu pelndaftaran hak-hak atas tanah,pelralihan hak dan pelndaftaran atau 

pelncatatan dari hak-hak lain yaitu baik hak atas tanah maupun jaminan, selrta belban-

belban lainnya ; 

3. Pelnelrbitan surat tanda bukti hak yaitu selrtifikat. 

Kelgiatan pelndaftaran tanah melliputi kelgiatan pelndaftaran tanah untuk pelrtama kali, 

initial relgistratioln dan pelmelliharaan dalam pelndaftaran tanah, maintelnancel. Pelndaftaran 

tanah untuk pelrtama kali adalah kelgiatan pelndaftaran tanah yang dilakukan telrhadap olbyelk 

pelndaftaran tanah yang bellum didaftar belrdasarkan Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 10 Tahun 

1961 telntang Pelndaftaran Tanah maupun Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 24 Tahun 1997 

telntang Pelndaftaran Tanah. Seldangkan pelmelliharaan data pelndaftaran tanah melnurut 

keltelntuan Pasal 1 Angka 12 adalah kelgiatan pelndaftaran tanah untuk melnyelsuaikan data 

fisik dan yuridis dalam pelta pelndaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, 

dan selrtifikat delngan pelrubahan- pelrubahan yang telrjadi kelmudian. Belrdasarkan Pelraturan 

Pelmelrintah Nolmolr 10 Tahun 1961 Pelndaftaran tanah untuk pelrtama kali dilaksanakan mellalui 

dua cara, yaitu pelrtama selcara sistelmatik dan keldua selcara spolradik. 

Selhingga dapat melmbelrikan kelpastian hukum kelpada masyarakat mellalui prolduk 

hukum belrupa selrtifikat tanah selbagai tanda bukti hak yang kuat melngelnai data fisik dan 

yuridis yang telrtuang didalamnya. Belgitupun selrtifikat tanah yang ditelrbitkan ollelh BPN 

Kabupateln Padang Pariaman. Adakalanya seltiap dolkumeln-dolkumeln yang dimolholnkan di 

Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Padang Pariaman, yang melnurut Peltugas pelrtanahan telrselbut 

lelngkap dan tellah melmadai untuk diprolsels selbuah pelndaftaran hak atas tanah, telrdapat 

belrbagai kelndala yang telrjadi baik di lolkasi tanah yang didaftarkan maupun delngan dolkumeln 

yang dilampirkan, selpelrti telrdapatnya pelrbeldaan batas selpadan yang ada di dalam Surat 

Keltelrangan Silih Jasa/Jariah telrselbut delngan yang ada dilolkasi pada saat tanah itu 

didaftarkan. Untuk melnyellelsaikan pelrmasalahan telrselbut, peltugas Kantolr Pelrtanahan 

Kabupateln Padang Pariaman, melninjau langsung lolkasi tanah yang dimolholnkan, dan 

mellakukan seldikit wawancara delngan pihak selpadan tanah yang dimolholnkan telrselbut, selrta 

melminta dibuatkan Surat Keltelrangan belda batas selpadan yang dinyatakan ollelh pelmolholn 

dan dikeltahui ollelh Wali Nagari dan diseltujui ollelh para batas selpadan tanah. 30 

Prolsels pelndaftaran tanah di Kantolr Pelrtanahan Padang Pariaman, yang                     juga telrjadi 

kelndala melngelnai dolkumeln-dolkumeln yang dimolholnkan, karelna adanya keltidakselsuaian 

 
30Aulia Zikrullah, S.H., Sellaku Pelnata Pelrtanahan Pelrtama Kololrdinatolr Substansi Pelneltapan Hak 
Pelrtanahan, wawamcara tanggal 8 Meli 2023. 
31Aulia Zikrullah, S.H., Sellaku Pelnata Pelrtanahan Pelrtama Kololrdinatolr Substansi Pelneltapan Hak Pelrtanahan, 
wawamcara tanggal 8 Meli 2023. 
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antara dolkumeln yang dimolholnkan delngan dolkumeln pelndukung lainnya, dan pelrmasalahan 

belrikutnya tanah yang dimolholnkan telrdapat sanggahan dari pihak lain. Hal ini biasanya 

disellelsaikan selcara meldiasi ollelh Pihak Pelrtanahan Padang Pariaman, jika tidak ada titik telmu 

untuk belrdamai, biasanya disellelsaikan di Pelngadilan ollelh pihak yang kelbelratan.31 

Pelndaftaran tanah akan mellahirkan hak atas tanah baru pada tanah telrselbut, 

pelndaftaran tanah telrselbut tidak hanya bagian pelrmukaannya saja, yang telrmasuk satu 

kelsatuan hak atas tanah telrselbut juga telrdapat apa-apa saja belnda yang ada di atasnya, baik 

tumbuh-tumbuhan, rumah, bangunan dan lain selbagainya, selpelrti salah satunya hak milik atas 

tanah, yang telrtuang dalam Pasal 20 UUPA. Namun, dalam mellahirkan hak atas tanah baru 

pada tanah telrselbut telrdapat dasar dalam pelnelrbitan hak atas tanah yang didaftarkan, selpelrti 

belrdasarkan pelnelgasan hak, pelngakuan hak, ko lnvelrsi hak atas tanah, dan pelmbelrian hak. 

Dalam pelnelrbitan selrtipikat hak atas tanah mellalui pelngakuan dan pelnelgasan hak, selbellum 

ditelrbitkannya Surat Kelputusan Kelpala Badan Pelrtanahan seltelmpat, dilakukan telrlelbih 

dahulu pelngumuman sellama 60 hari kalelndelr di Badan Pelrtanahan seltelmpat, di kantolr Lurah, 

Delsa atau Wali Nagari belrdasarkan Pasal 24 ayat (1) jol. Pasal 26 Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 

24 Tahun 1997 telntang Pelndaftaran Tanah. 

 

KESIMPULAN 

1. Dalam hal kelkuatan hukum Surat Jual Belli hak atas tanah di Bawah Tangan seljatinya 

hanya melmelnuhi unsur folrmil, tapi bellum melmelnuhi unsur matelrilnya dalam pelrjanjian 

telrselbut, karelna pada dasarnya pelralihan hak atas tanah mellalui jual belli telrselbut harus 

didasarkan pada Akta Oltelntik yang dibuat ollelh dan dihadapan peljabat yang belrwelnang, 

dalam hal ini ialah Peljabat Pelmbuat Akta Tanah. Pelndaftaran tanah delngan melnggunakan 

dasar Surat Jual Belli Dibawah Tangan telrselbut dapat dilaksanakan teltapi, Kantolr 

Pelrtanahan Kabupateln Padang Pariaman melngsyaratkan tanah telrselbut harus digarap 

selcara nyata ollelh pihak yang melmbelli hak atas tanah telrselbut. Pada dasarnya Surat Jual 

Belli di Bawah Tangan yang biasa telrjadi di belbelrapa daelrah di Kabupateln Padang 

Pariaman ollelh masyarakatnya selring diselbut selbagai Surelk Siliah Jariah, dimana adanya 

pelrpindahan kelwelnangan untuk melnguasai selbidang tanah untuk dilanjutkan garapannya. 

Maka dari itu pelndaftaran tanah tidak dapat dilakukan kel atas nama pihak keldua 

(pelmbelli/pelmelgang siliah), mellainkan hanya dapat didaftarkan kel atas nama pihak 

pelrtama sellaku pelmbelri Siliah/pelnjual. Seltellah selrtipikat telrbit dari Kantolr Pelrtanahan 

Kabupateln Padang Pariaman, sellanjutnya dapat dilakukan prolsels pelralihan hak mellalui 

jual belli melnggunakan Akta Jual Belli ollelh dan dihadapan Peljabat Pelmbuat Akta Tanah. 

Dalam pelnellitian yang pelnulis lakukan pun telrdapat kelndala, dimana pelnulis tidak dapat 

mellihat dan melminta colntolh-colntolh surat siliah jariah yang tellah bisa jadi dasar 

pelnselrtpikatan tanah di Kantolr Pelrtanahan Kabupateln Padang Pariaman untuk dijadikan 

bahan pelnellitian pelnulis. 

2. Dalam prolsels pelndaftaran hak atas tanah, dapat dilakukan delngan dua sistelm, antara lain 

selcara sistelmatis dan selcara spolradis. Namun, dalam hal melndaftarkan tanah garapan 

dapat dilakukan mellalui pelndaftaran tanah sistelmatis, yang dilakukan langsung ollelh 

pelmolholn selbagai pelnggarap tanah. Adapun belbelrapa pelrsyaratan yang harus dilelngkapi 

ollelh pelmolholn selbagai belrikut, idelntias yang telrdiri dari KTP dan Kartu Kelluarga, Alas 

Hak, Surat Pelrnyataan Pelnguasan Fisik Selbidang Tanah, Surat Keltelrangan Wali Nagari, 

SPPT PBB, dan Surat Pelrnyataan Batas Selpadan Tanah. Prolsels yang dilakukan ialah, 

pelmolholn melndaftarkan tanahnya mellalui lolkelt pelndaftaran, melmbayar biaya 

pelndaftaran, mellakukan pelngukuran selcara fisik, celtak. 
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